
GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR

DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi obyek pajak dan
akurasi data kendaraan bermotor serta untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah, kepada Wajib
Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak
kendaraan bermotor di tahun yang lalu perlu diberikan
stimulus fiskal berupa pembebasan sanksi administrasi
Pajak Kendaraan Bermotor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pemberian Pembebasan Sanksi
Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan
Bermotor Yang Terdaftar Di Wilayah Provinsi Jawa
Tengah;
1

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-
92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 1 Seri E Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
Nomor 2);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2067);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan
Sebelum Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG
TERDAFTAR DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi Pendapatan Dan
Pengelolaan Aset Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih
beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh
peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga
gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat
dan alat-alat besar yang operasinya menggunakan roda dan motor dan
tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air.

5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak
atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

BAB II
MASA DAN TATA CARA PEMBEBASAN

Pasal 2

(1) Kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD)/
melakukan Pendaftaran Ulang dilakukan paling lambat sampai dengan
tanggal berakhirnya masa PKB / jatuh tempo pajak.

(2) Pemberian pembebasan sanksi administrasi PKB tahun lalu diberikan
kepada Wajib Pajak sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan
31 Desember 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk keterlambatan 1 (satu) tahun atau lebih, maka hanya
dipungut pokok PKB setiap tahunnya dengan mempertimbangkan
tanggal berakhirnya masa PKB / jatuh tempo pajak;

b. keterlambatan melaksanakan kewajiban pendaftaran maupun
pembayaran PKB sesudah tanggal jatuh tempo pada
tahun berjalan/tahun berkenaan, tetap dikenakan sanksi
administrasi.

(3) Tata cara pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur oleh Kepala SKPD.



BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi PKB sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 diserahkan dan menjadi tugas serta tanggung
jawab Kepala SKPD.

(2) Kepala SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan pembebasan sanksi
administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 September 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 September 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

DJOKO SUTRISNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 40


